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ABSTRAK 

Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas kedudukan dan status hukum serta 

tanggung jawab hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia. 

Peraturan perundang-undangan Indonesia membuka peluang bagi perusahaan asing untuk 

melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dalam dua bentuk 

yaitu dengan mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan/atau Kantor Perwakilan 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Namun ketentuan ini belum mengatur secara jelas kedudukan 

serta status hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang berdampak pada 

adanya ketidakpastian hukum terhadap bentuk pertanggung jawaban hukum Kantor Perwakilan 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. 

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.. Jenis data penelitian adalah data 

sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis data dan teknik analisa 

yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan diera ekonomi global, 

ekspansi pasar luar negeri menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan multinasional.1 Ekspansi sebagai strategi penjualan dilakukan dengan 

penambahan produk, perluasan produk, perluasan pasar dan fungsi-fungsi 

perusahaan sehingga aktivitas perusahaan meningkat.2 Pada umumnya, manfaat 

yang dituju oleh perusahaan dalam melakukan ekspansi adalah penekanan ongkos 

produksi dan memperbesar keuntungan. Dampak dan manfaat dari ekspansi juga 

tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, namun juga dirasakan oleh negara 

tempat perusahaan melakukan ekspansi.  

Negara Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia tidak dapat 

mengelak dari keberadaan fenomena ini. Banyak perusahaan asing yang 

memperluas usaha dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Adapun masuknya 

perusahaan asing di Indonesia mulai banyak dilakukan sejak disahkannya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Latar belakang 

dibukanya peluang bagi perusahaan asing salah satunya adalah untuk memperoleh 

kebutuhan dana dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu pembangunan 

nasional dengan mengundang investor asing.3 Hanya saja, jika pilihannya 

mengundang investor asing, tentu kewenangan dan kegiatan investor asing harus 

diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia.  

Peraturan perundang-undangan Indonesia memfasilitasi beberapa bentuk 

sarana kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh pelaku usaha asing. Salah satu 

bentuk yang paling diminati adalah dengan mendirikan Penanaman Modal Asing 

 
1  Mohamad Zacky Achtar, Beberapa Catatan Hukum dari Kegiatan Perwakilan Perusahaan Asing 

(Representative Office) di Indonesia, Hukum dan Pembangunan, No. 4, Agustus 1994, hlm. 304. 
2  Hartana, Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam 

Sektor Pertambangan Batubara, Jurnal Pandecta, Vol. 12, No.2, Desember 2017, hlm.117. 
3  Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm.100. 



  

3 
 

dalam bentuk Perseroan Terbatas. Sarana lain yang dapat digunakan oleh pelaku 

usaha asing antara lain:4 

a tempat kedudukan manajemen; 

b cabang perusahaan; 

c kantor perwakilan; 

d gedung kantor; 

e pabrik; 

f bengkel; 

g gudang; 

h ruang untuk promosi dan penjualan; 

i pertambangan dan penggalian sumber alam; 

j wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; 

k perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; 

l proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; 

m pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan; 

n orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak 

bebas; 

o agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi 

atau menanggung risiko di Indonesia; dan 

p komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

Kegiatan usaha oleh perusahaan asing kemudian diatur secara lebih rinci 

dalam peraturan perundang-undangan secara sektoral. Salah satu sektor kegiatan 

usaha yang mengatur dan membuka peluang bagi pelaku usaha asing adalah sektor 

 
4   Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 
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jasa konstruksi. Namun, apabila dicermati ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur kegiatan usaha jasa konstruksi oleh pelaku usaha asing justru dinilai 

berisiko menimbulkan permasalahan hukum.  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, 

sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 

tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi), membuka peluang bagi badan usaha 

asing untuk menjalankan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Badan usaha 

asing yang melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia kemudian disebut 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA). Bentuk kegiatan usaha yang dapat 

dilakukan oleh BUJKA diatur dalam Pasal 32 UU Jasa Konstruksi yang menyatakan 

sebagai berikut:5 

 “Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) atau usaha perseorangan jasa 

konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia dengan 

membentuk: 

- Kantor perwakilan; dan/atau 

- Badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan bada usaha 

jasa konstruksi nasional”. 

 

Melalui ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa BUJKA dibagi ke dalam 2 (dua) 

bentuk, yaitu badan usaha non badan hukum (Kantor Perwakilan) dan/atau melalui 

badan usaha berbadan hukum melalui kerja sama modal (Penanaman Modal Asing). 

Secara umum, Kantor Perwakilan dan Penanaman Modal Asing memiliki 

ciri khas dan kewenangan masing-masing. Penanaman Modal Asing merupakan 

kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 

Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam 

negeri.6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 

PM) mensyaratkan penanaman modal oleh pelaku usaha asing wajib dalam bentuk 

 
5  Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 
6  Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. 
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PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik 

Indonesia.7  

Dengan diwajibkannya Penanaman Modal Asing dalam bentuk badan 

hukum Indonesia (PT), terdapat konsekuensi hukum bahwa segala aktivitas yang 

dilakukan oleh investor di Indonesia harus mengacu pada norma-norma hukum yang 

berlaku di wilayah Republik Indonesia. PT merupakan persona standi in judicio 

(subyek hukum yang mandiri).  Artinya, PT dapat menggugat dan digugat di 

Pengadilan; mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pemilik (pemegang 

sahamnya); dan berhak menuntut dan dituntut di pengadilan.8 Sehingga,  apabila 

terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang dilakukan oleh PT Penanaman 

Modal Asing (PT PMA), maka PT PMA dapat dimintakan pertanggungjawaban 

hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia. 

Sedangkan kantor perwakilan merupakan kantor yang didirikan oleh 

perusahaan asing atau beberapa perusahaan asing di luar wilayah Indonesia dengan 

maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan 

afiliasi di Indonesia dan/atau di negara lain dan/atau mempersiapkan pendirian dan 

pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dan/ atau di 

negara lain.9 Terdapat pembatasan kewenangan kantor perwakilan dalam 

menjalankan kegiatan di Indonesia, yaitu kantor perwakilan hanya berwenang 

melakukan kegiatan sebagai berikut:10 

a sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus 

kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya; 

b mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA 

di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia; 

c berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi; 

 
7  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
8  Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm.100. 
9  Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 Tahun 2001 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan 

Perusahaan Asing. 
10  Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.  
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d tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk 

tidak dibenarkan 

e melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi 

penjualan dan pembelian 

f barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam 

negeri; dan 

g tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu 

perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di 

Indonesia. 

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pendirian kantor 

perwakilan tidak bertujuan untuk melakukan usaha di Indonesia layaknya PT PMA. 

Keberadaan kantor perwakilan justru bertujuan untuk mengurus kepentingan 

perusahaan afiliasinya dan mempersiapkan pendirian atau pengembangan usaha PT 

PMA. Alasan mengapa kewenangan kantor perwakilan dibatasi tidak dicantumkan 

dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila dicermati lebih dalam hal ini 

berkaitan dengan kedudukan kantor perwakilan yang bukan merupakan badan 

hukum Indonesia. Sehingga, pengawasan yang dapat diberikan kepada kantor 

perwakilan terbatas mengingat kantor perwakilan hanyalah perpanjangan tangan 

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkedudukan di luar 

wilayah Negara Republik Indonesia.  

Khusus untuk kantor perwakilan BUJKA, pembatasan kewenangan kantor 

perwakilan sebagaimana disebutkan di atas, tidak diterapkan. Berdasarkan Pasal 4 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 09/PRT/M2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan 

Usaha Jasa Konstruksi Asing (Permen BUJKA) dinyatakan bahwa BUJKA dalam 

bentuk kantor perwakilan dan PMA memiliki kewenangan yang meliputi jasa 

konsultansi konstruksi; pekerjaan konstruksi; atau pekerjaan konstruksi 
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terintegrasi.11 Melalui ketentuan ini, dapat diketahui bahwa tidak seperti kantor 

perwakilan pada umumnya, kantor perwakilan BUJKA dapat melakukan kegiatan 

usaha jasa konstruksi layaknya PT PMA. 

Dinyatakan dalam Pasal 29 Permen BUJKA, bahwa kantor perwakilan 

dapat melakukan kegiatan jasa konstruksi dengan kualifikasi besar. Kualifikasi 

besar dalam jasa konstruksi merupakan kegiatan jasa konstruksi pada segmen pasar 

yang berisiko besar; berteknologi tinggi; dan/atau berbiaya besar.12 Kewenangan 

kegiatan jasa konstruksi yang dimiliki oleh kantor perwakilan BUJKA ini, tentu 

berkolerasi dengan tingginya risiko permasalahan hukum yang dapat terjadi seiring 

proses kegiatan jasa konstruksi yang dijalankan oleh kantor perwakilan BUJKA. 

Hal ini menimbulkan urgensi bahwa tanggung jawab hukum kantor perwakilan 

BUJKA seharusnya diberi kepastian.  

Adapun berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

(LPJK) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa 

Pelaksana Konstruksi telah diatur bahwa badan usaha dengan kualifikasi besar 

harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun dalam hal ini, kantor perwakilan 

BUJKA bukan merupakan badan hukum Indonesia namun dipersamakan dengan 

Perseroan Terbatas tanpa melalui prosedur pendirian badan hukum Indonesia secara 

resmi. Mengingat kedudukan kantor perwakilan yang bukan merupakan subyek 

hukum yang mandiri, siapakah pihak yang dapat dituntut apabila terjadi 

permasalahan hukum? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum kantor 

perwakilan BUJKA terhadap permasalahan hukum? Apakah tanggung jawab 

hukum akan dibebankan pada pengurus kantor perwakilan BUJKA atau perusahan 

asing yang berada di luar wilayah Republik Indonesia?  

Sektor jasa konstruksi merupakan sektor yang sangat penting, terutama di 

Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur secara 

gencar. Kegiatan jasa konstruksi memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan 

 
11  Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

09/PRT/M2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi 

Asing. 
12  Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 
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bermasyarakat di Indonesia. Keberadaan kantor perwakilan BUJKA yang turut 

campur dalam perkembangan sektor jasa konstruksi perlu diberi kejelasan. Hal ini 

diperlukan karena ketidakjelasan tanggung jawab hukum kantor perwakilan 

BUJKA sangat berisiko menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa 

atau permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA. 

Hal ini juga akan mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha di Indonesia khususnya 

dalam sektor jasa konstruksi. Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan suatu 

penelitian dan analisis Tanggung Jawab Hukum Kantor Perwakilam Badan Usaha 

Jasa Konstruksi di Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis akan meneliti dan menjawab 

beberapa rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana kedudukan kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi 

Asing dalam kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum kantor perwakilan Badan Usaha Jasa 

Konstruksi Asing di Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan penulis mengenai latar belakang 

serta identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui dan menganalisa kedudukan kantor perwakilan Badan Usaha 

Jasa Konstruksi Asing dalam kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia.  

2. Mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum kantor perwakilan 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penulisan yang hendak dicapai dari adanya tulisan ini baik secara 

teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut: 

a) Manfaat Teoritis 
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1) Memberikan pengetahuan di bidang Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing 

di Indonesia  

2) Melakukan tinjauan mengenai tanggung jawab hukum kantor perwakilan 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia 

b) Manfaat Praktis 

1) Memberikan pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan usaha kantor 

perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia. 

2) Menjadi pertimbangan bagi para pembuat hukum, pemerintah, dan 

penegak hukum dalam menghadapi permasalahan mengenai tanggung 

jawab hukum serta batas kewenangan kantor perwakilan Badan Usaha 

Jasa Konstruksi Asing di Indonesia 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1. Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mencoba mencari 

deskripsi yang tepat dan cukup dari suatu objek yang kemudian dianalisis. 

Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi, dan 

meramalkan hubungan dalam dan antar variabel.13 Penelitian deskriptif 

deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.14  

 

1.5.2. Metode Pendekatan 

Menurut H.L Manheim, penelitian pada dasarnya merupakan …the 

careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, 

 
13  Sulistyo- Basuki, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, hlm. 110. 
14  Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 

29. 
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having as its aim the advancement of mankind’s knowledge. 15 Penelitian 

menjadi suatu upaya pencarian pengetahuan yang benar, dimana 

pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab 

pertanyaan dan/atau guna memecahkan masalah maupun mengatasi suatu 

keraguan.  

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah 

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan 

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.16 Metode penelitian yuridis 

normatif menggunakan pendekatan legis positivis. Konsep ini memandang 

hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan 

oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. 17 Adapun tipologi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Inventarisasi Hukum Positif 

Inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang 

sangat mendasar dalam penelitian hukum dengan menemukan hukum 

positif yang berlaku tentang obyek yang diteliti.18 Peneliti akan 

mencoba untuk menemukan hukum positif mengenai tanggung jawab 

hukum badan usaha jasa konstruksi di Indonesia. 

b. Sistematika Hukum 

Sistematika hukum merupakan penelitian yang mengkaji sistematika 

suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berhubungan 

dengan obyek yang diteliti.19 Peneliti akan mengumpulkan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian, dan 

mengklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang 

diatur oleh peraturan tersebut. Kemudia peneliti akan menganalisis 

 
15  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.3. 
16 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media 

Peblishing, 2005, hlm.57. 
17  Ibid., hlm.295. 
18  Amiruddin, et.al., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.121. 
19  Ibid., hlm. 127. 
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sistematika serta sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan 

tersebut. 

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan atau data sekunder.20 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.21 Adapun data sekunder yang 

diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang 

Wajib Daftar Perusahaan 

d. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat 

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan. 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal. 

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Jasa Konstruksi. 

g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M2019 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. 

h. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas 

Penanaman Modal.  

 
20  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

CV Rajawali, 1985, hlm. 14. 
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007, hlm.12. 
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i. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa 

Pelaksana Konstruksi. 

j. Peraturan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi 

Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi 

Tenaga Ahli. 

k. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 

OI/SKl1988, tanggal 10 Febmari 1988. KcpulUsan Kellia Badan 

Koordinasi Pcnanaman Modal No. DIISK/19g8, tanggal 10 

Februari 1988 ini menlpakan pcraturan pdaksana dari Kcputusan 

Presiden No. 53/\987 mcngcnai Kantor Perwakilan Wilayah 

Pcrusahaan asing tcrtanggal 24 Dcsembcr 1987 

l. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

22/SK/2001 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan 

Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan 

Perusahaan Asing. 

m. Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal 

No.01/SK/1998, tanggal 10 Februari 1988. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi: 

a. Doktrin-doktrin atau pendapat sarjana; 

b. Buku- buku ilmiah; 

c. Hasil penelitian. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan dan penunjang bahan hukum primer maupun 

bahan hukum tersier yang meliputi: 

a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); 

b. Halaman internet; 

c. Black’s Law Dictionary. 

1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisa 



  

13 
 

Jenis data dan teknik analisa yang digunakan oleh peneliti adalah 

kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata 

verbal bukan dalam bentuk angka.22 Data yang diperoleh oleh peniliti akan 

diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini pun 

umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan 

angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang 

dinyatakan dengan kata-kata. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-

masing terdiri sebagai berikut: 

BAB I – PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan (1) latar belakang dilakukannya 

penelitian ini; (2) rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum 

yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) tujuan dan manfaat penelitian; 

(4) metode penelitian yang memuat metode yang akan digunakan untuk meneiliti 

permasalahan dalam penelitian ini: serta (5) sistematika penulisan yang memuat 

kerangka penulisan setiap babnya. 

BAB II – TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM 

PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai apa yang dimaksud 

dengan Perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan baik yang berbadan hukum dan 

tidak berbadan hukum. Penulis juga akan memberikan penjelasan mengenai 

perbuatan melawan hukum sebagai sebab timbulnya tanggung jawab hukum. 

Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai tanggung jawab hukum badan usaha 

berbadan hukum dan tanggung jawab hukum badan usaha tidak berbadan hukum. 

BAB III – TINJAUAN TERHADAP KANTOR PERWAKILAN BADAN 

USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DI INDONESIA 

 
22  Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, hlm. 2. 
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Pada bab ini penulis akan menganalisis tanggung jawab hukum kantor 

perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, serta bentuk 

pertanggungjawaban bagi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. 

Penulis juga akan memaparkan dasar hukum yang relevan tentang 

pertanggungjawaban kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. 

BAB IV – ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KANTOR 

PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DI 

INDONESIA 

Pada bab ini penulis akan menganalisis status hukum serta kedudukan 

kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asin. Penulis juga akan 

manganalisis tanggung jawab hukum kantor perwakilan Badan Usaha Jasa 

Konstruksi Asing, serta bentuk pertanggungjawaban bagi kantor perwakilan 

Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Penulis juga akan memaparkan dasar hukum 

yang relevan tentang pertanggungjawaban kantor perwakilan Badan Usaha Jasa 

Konstruksi Asing. 

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang menjawab setiap 

rumusan masalah. Kemudian, akan dipaparkan pula mengenai saran yang 

ditujukkan pada bidang akademis dan pada para pemangku kepentingan. 

  


